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PERATURAN DAERAH PROVTNSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 2 TAHUN2006

TENTANG
PENGELOLAAN LABORATORTUM KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa salah satu Kewenangan provinsi sebagai
Daerah Otonom di bidang Perindustrian dan
Perdagangan sesuai Peraturan pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
adalah Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian:

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 1g ayat (4) Undang_

xHt%*"ffi #n'i,lH":??":"ilJi"?,3;'ffi r;
Dajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dengan
Peraturan Daerah dapat menetapkan retribusi daerah
sesuai dengan kewenangan otonominya.

c. Bahwa Pengeroraan Laboratorium Kemetrologian dan
Kegiatan Kemetrologian mempunyai peranan penting
dalam rangka memberikan perlindungan padi
konsumen, produsen, kepentingan umum serta
kepastian hukum dalam pemakaian standar ukuran
dan standar satuan alat ukur, takar, timbang dan
perfengkapannya;

d. Bahwa utuk meningkatkan kuaritas pengeroraan dan
Pelayanan Laboratorium Kemetrologian, maka pertu
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dipungut retribusi daerah terhadap beberapa
keigatan kemetrologian;

e. Ba6wa berdasarkan pertimbangan butir a,b,c dan d
tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang
Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Sulawesi Utira-Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla
Nomor 2687):

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun '1981

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
pajak baerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

i.legara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

246, Tambahan Negara Nomor 4048);

7.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821 ):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1Og,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 19gS tentang
wajib dan Pembebasan Untuk di Tera dan/atau Di
Tera Ulang serta syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur,
Takar, Timbang dan Pedengkapannya (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3283);

'10. Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi
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sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OO1

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2OO1 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139)

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Penyidik Pegawai Negeri SiPil.

Dengan Persetujuan Bensama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi SulawesiTenggara;
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4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara,

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakvat
Daerah Sulawesi Tenggara;

6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang
digunakan dibidang metrologi legal.

7. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain alat ukur
Metrologi Legal.

B. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah
atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera
batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai
yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang
dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang belum dipakai.

9. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara
berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal
yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal
yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang
berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang
dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang telah ditera.

10. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan
kebenaran konversional nilai penunjukan alat ukur dan
bahan alat ukur dengan membandingkan dengan
standar ukurnya yang mampu telusur ke Standar
Nasional atau Internasional untuk Satuan Ukuran.

1 1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

2.

3.

Kabupaten/Kota adalah KabupatenlKota se
Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Sulawesi Tenggara;

Provinsi

Provinsi
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Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah dan Firma, Koperasi,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik,
Organisasi Sejenis, Lembaga, serta Badan lainnya.

12. Menjustin adalah mencocokkan atau melakukan
perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang
dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan
Teraatau Tera Ulang.

13. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang
selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah
pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam
bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk
mempergunakannya harus merusak pembungkusnya
atau segel pembungkusnya.

14. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang
dilakukan oleh Pegawai berhak untuk membandingkan
alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang
sesuai, guna menentukan sifat ukurnya (sifat
metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan
pengukuran

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-
alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan serta
Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanJutnya

disingkat STRD aaalan surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga

atau denda

19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan PenYidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN

Pasal 2

' Penyelenggaraan Kemetrologian, terdiri atas :

a. Pengelolaan Kemetrologian;

b. Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian;

Pasal 3

( t )Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

(2)Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud
ayat (1) mencakup kegiatan operasional teknis yang berkaitan
dengan :

a. Verivikasi standar untuk satuan ukuran;

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium;

c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang
laboratorium beserta instalasi uii.

6
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Pembinaan sumber daya manusia metrologi;

Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;

Menera dan tera ulang UTTP;

Pengelolaan biaya tera;

Pengawasan UTTP dan BDKT;

Penyuluhan Kemetrologian ;

Pembinaan terhadap reparatir UTTP dan pengusaha UTTP;

Penelitian UTTP untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe.

BAB III
KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT TERA

DAN TERULANG

Pasal 5

(1) UPTT yang wajib dan Tera dan Tera Ulang adatah UTTp secara
langsung atau tidak langsung atau disimpa-n dalam Keadaan siappakai untuk keperluan menentukan hasii pengukuran, penakaran
atau penimbangan untuK j

a. Kepentingan umum;
b. usaha;
c. menyerahkan atau menerima barang;
d. menentukan pungutan atau upah;
e. menentukan produk akhir dalam perusahaan
f. melaksanakan peraturan perundangan_Undangan

(2) Jenis-jenis UTTp yang wajib dan di Tera dan Tera Ulang
sebagaimana ayat ( 1 ) adalah meliputi :

1. ukuran panjang 
,

2. alat ukur pemukaan cairan (level gauge);
3. takaran (basah/kering);

4. tangki ukur;

5. tangki ukur gerak;

6. alat ukur dari gelas;

7. bejana ukur;

8. meter taksi ;

9. speedometer;

10. meter rem;

s.
n.

t.

j

K.

(3)Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Kewenangan Pemerintah
Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur kemudia
dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dan seccara operasional dilaksanakan oleh UPTD
Kemetrologian.

I
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1 1. tachometer;

12. thermometer;

13. desimeter;

14. viscometer;
'l5. alat ukur luas;

16. alat ukur sudut,

17. alat ukur cairan minyak;
't 8. alat ukur gas;
't 9. meter air;

20. meter cairan;

21 . pembatas arus air;

22. alat kompensasi: suhu (ATC/tekanan/ kompensasi lainnya);

23. meter prover ;

24. meter arus massa;

25. alat ukur pengisi (filling machine);

26. meter listrik (meter Kwh),

27 . meter energi listrik lainnya;

28. pembatas arus listrik ;

29. stop watch ;

30. meter parkir;

31. anak timbangan;

32. timbangan ;

33. dead weight testing machine;

34. pencap kartu otomatis (printer recorder); .

35. meter kadar air.

- ll -

Pasal 6
UTTP yang khusus diperuntukkan atau pakai untuk keperluan
rumah tangga tidak di Tera atau Tera Ulano.

Pasal 7

(1)UTTP sebagaimana dimaksud pasal 4 harus memenuhi syarafsyarat
umum sebagai berikut :

a. Menggunakan satuan Sistem Internasional (Sl) dan berdasarkan
desimal sebagaimana dimaksud dalam Undang_undang Nomor 2Tahun 1981 .

b. Dibuat dari bahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh

.:l?:^1a !?^truksinya sesuai dengan pengsunaannya yans
waJar serta menjamin ketahanan sifat ukurny- dan tidai< mudihmemberikan kesempatan untuk dapat dilakukan perbuatan
curang.

(2)Sefain syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (1), UTTp harusmemenuhi syarat-syarat khusus yang meliputi :

a. Spesifikasi;

b. Sifat metrologis;

c. Metode pengujian;

d. Persetujuan model;
e. Pemberian tanda tera.

10



Pasal 8

(1)Jangka waktu ulang UTTP sebagai berikut:

a. meter Kwh 1 (satu) fase

b. meter Kwh 3 (tiga) fase

tangki ukur apung dan tangki ukur tetap

meler arr

meter gas tekanan rendah

meter prover dan bejana ukur yang khusus

dipergunakan untuk menguji meter prover

alat ukur permukaan cairan (level gauge)
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BAB IV
KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian pertama

Nama, obyek, Subyek
Dan Golongan Retribusi

Pasal 11

Obyek Retribusi Tera, Tera ulang, Kalibrasi dan pengujian adalah :

a. UTTP;

b. Alat ukur Metrologi Teknrs;
c. BDKT.

Pasal 1 0

Dengan nama Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Atat_alat UTTP,

:"_T: l_ulggi"" BDKT dipungut retribusilebagai pembayaran atas jasa
rerayanan I era, Tyera Ulang dan Kalibrasi Alat_alat UTTp, serta
pengujian BDKT.

o.

f.

s

10 Tahun

10 Tahun

6 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

2 Tahun

tidak ada

batas waktu

(2)UTTP selain yang dimaksud ayat (1)jangka waktu Tera Ulang adalah
1 (satu) Tahun

Pasal 9

'1) Kegiatan menera dan tera ulang sebagaimana dimaksud oaram
Pasal 3 ayat (2\ dilaksanakan oleh Pegawai yang berhak

) Pegawai yang berhak dimaksud ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Pegarfuai Negeri Sipil yang bertugas pada UPTD Metrologi;

b. Lulus Pendidikan dan Pelatihan sebagai Penera;

c. Mempunyai sertifikat untuk melaksanakan
kemetrologian oleh Pejabat yang berwenang.

kegiatan

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperotehjasa Pelayanan Tera, Tera Ulang dan kalibrasi Alatlatal UtTp, sertaPengujian BDKT.

(1

(2
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Pasal 1 3

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah golongan

Retribusi jasa umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

:tl-*tur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum datam
flmptran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.
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Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Bagian Kelima
Kewenangan dan Tata Cara pemungutan

Pasal 14

(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang dan

kalibrasi UTTP, serta Pengujian BDKT dihitung berdasarkan
tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu

dan peralatan pengujian yang digunakan

(2) Tata cara penyelenggaraan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi UTTP,

serta Pengujian BDKT akan ditetapkan dengan Peraturan
gubernur sesuai dengan ketentuan Perundang-undang yang

berlaku.

Pasal 17

Pejabat dilingkungan UpTD Kemehologian berkewenangan metakukanpemungutan retribusi selaniutnya personilnya akan ditetlpkan Oenga;Keputusan Gubernur.

Pasal 18

.1.-r1bj:' dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen tainyang drpersamakan.

Hasil pungutan retribusi oreh pejabat sebagaimana dimaksud darampasal 9 disetor ke Kas daeran.

(1)

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi

didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya

penyediaan jasa yang bersangkutan' kemampuan masyarakat dan

asDek keadilan.

14
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Bagian Keenam

Kewajiban MembaYar Retribusi

Bagian KedelaPan

Pengurangan, Keringanan Dan

Pembebasan Retribusi

Pasal 21

-17-

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur

Bagian Kesembilan

Penggunaan hasil Pemungutan

P asal 22

Bagi hasil pemungutan retribusi setelah dikurangi Uang Perangsangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diatur sebagai berikut :

a. Sebesar 7O o/o (tuju puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi

b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah
kabupaten/Kota.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagimana dimaksud dalam pasal 19 sehingga merugikan
Keuangan Darah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(2)

Pasal 19

Setiap orang atau Badan Hukum yang tTiiS*"JJ?sa pelayanan

tera. Tera Ulang dan xarrorasiUTtp lan pengujian BDKT waiib

membayar retribusi secara ttin)i yanJ[tJ"tni"'ttoagaimana dimaksud

pasal 16.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administrasi

Pasal 20

Dalam hal waiib retribusi tidak membayar 1e.ng Oqla f]ktunya 
atau

;ff;; ;#tar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunsa

sebesar 2o/o (duapersen);;;;;;" dari besarnya retribusi terutang

yang tidak atau kurang u"vl l'"" Jit"gih dengan menggunakan STRD'

Gubernur daPat memberikan

oembebasan retribusi'
(1)

16

pengurangan, keringanan oan
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b.

d.

f.

I

tersangka atau saksi;

18 19

Pasal 24

Setiap orang melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 7 dipidana sesuai
ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya dibidang kemetrologian diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana palnggaran dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah .

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal tersangka;

Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

Mendatngkan oraang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti
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atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;

h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara penyidikan, hubungan penyidik pegawai Negeri Sipil
dan Penyidik Kepolisian dan penuntut Umum dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai.pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan/Keputusan gubernur

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangxan.
Agar_setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengunoangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkaan dalam LEmoaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

ALIMAZI

Diundangakan di : Kendari

Pada tanggal : 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA

ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2006 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR:2TAHUN2006

TENTANG
PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

I. UMUM

Salah satu kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi
dibidang Perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan pemerntah
Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan
kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah pengelolaan
laboratorium kemetrologian.

Pengelolaan laboratorium kemetrologian mencakup kegiatan
operaslonal teknis yang berkaitan dengan ;

a. Verifiaksi standar untuk satuan ukuran;
b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium
c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan, ruang laboratorium

besrta instalasi uji,

d. Pembinaan sumber daya metrologi
e. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera
f. Menera dan tera ulang UTTp;
g. Pengelolaan biaya tera;

h. Pengawasan UTTP dan BpKT;-
i. Penyuluhankemetrologian;
j. Pembinaan terhadap reparasi UTTp dan pengusaha UTTp
k. Penelitian UTTP untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe.

-20-

Ditetapkan di

Pada tanggal

:Kendari
: 2 Oktober 2006
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Untuk melaksanakan kewenangan tersebut sesuai ketentuan
pasal 9 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, harus ditetapkan
dalam suatu peraturan daerah.

Selanjutnya ketentuan pasal 18 ayat (3) dan (4) undang-
undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-
undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan
retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Berdsarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan untuk
efisiensi pembahasan, penyusunan dan perumusan suatu peraturan
daerah, maka dalam peraturan daerah ini mengatur 2 (dua) hal
penting yaitu mengenai pelaksanaan kewenangan pengelolaan
laboratorium kemetrologian dan mengenai ketentuan-ketentuan
pemungutan retribusi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus

PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal2
Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5 ayat (1) a

b

22

mempunyai akibat hukum mengenai serah
terima barang baik yang diikuti maupun yang
tidak diikuti oleh penyerahan atau penerimaan
barang antara satu perusahaan dengan
perusahan lainnya

: Cukup Jelas

: Meliputi pemantauan kuanta (isi, berat atau
pan1ang) suatu produk yang sudah jadi dari
satu perusahaan

: Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk
mmenuhi suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Ayat (2) : Cukup Jelas

d

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Kepentingan umum adalah kepentingan diluar
kep€ntingan usaha, menyerahkan atau
menerima barang, menentukan produk akhir
dalam perusahaan dan juga diluar kepentingan
untuk melaksanakan perundang-undangan.

: Cukup Jelas

: Menyerahkan atau menerima barang adalah
merupakan kegiatan yang dapat atau yang

: Yang dimaksu dengan keperluan rumah
tangga adalah keperluan yang berhubungan
dengan kehidupan dengan kehidupan dirumah
atau dikantor untuk keperluan pribacii.

: Cukup lelas
: Yang dimaksud dengan Spefikasi adalah

karakteristik alat UTTP yang menyangkut tipe,
jenis dan kapasitasnya.

:Yang dimaksud dengan Sifat metrologis adalah
karakteristik alat UTTP yang menyangkut
kemampuan ulang, eksentristas, diskriminasi.
kebenaran, penyetal nol, dll

: Yang dimaksud dengan Metode pengujian
adalah metode yang digunakan proses
pengujian bagi alat UTTp berdasarkan
peraturan perundang-unda ngan yang berlaku.

: Yang dimaksud dengan persetujuan Model
adalah persetujuan model atau tipe yang telah
ditetapkan oleh Unit Metrologi pusat bahwa alat

Pasal 6

Pasal 7 ayat (1)

Ayat (2) a



Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1 1

Pasal 12

Pasal 13

24
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UTTP tersebut layak untuk diedarkan sehingga
dapat ditera dan tera ulang.

e : Yang dimaksud dengan Pemberian Tanda Tera
adalah setiap alat UTTP yang ditera dan ditera
ulang diberikan tanda tera yang meliputi : tanda
sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah
dan tanda pegawai barhak.

Tand sah dibubuhkan dan atau dipasang
pada alat UTTP yang disahkan pada
waktu ditera dan ditera ulang

Tanda batal dibubuhkan pada alat UTTP
yang dibatalkan pad waktu ditera atau
ditera tera ulang

Tanda jaminan dibubuhkan dan atau pada
bagian tertentu dari alat UTTP yang
disahkan untuk mencegah penukaran dan
atau perubahan

Tanda derah dibubuhkan pada alat UTTP
agar dapat diketahui dimana dan siapa
oeneraan dilakukan.

Tanda sah dan tanda batal yang tidak
mungkin dibubuhkan pada alat UTTP
diberikan surat keterangan tertulis
sebagai penggantinya.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Retribusi Jasa umum adalah kewenangan
daeraah dalam rangka pelaksanaan

Pasal 14

Pasai 1 5

Pasal 16

P asal 17

Pasal 18

Pasal '19

Pasal 20

_25_

desenhalisasi dan yang memberi manfaat

Il1::,b"Si orans pribadi atau badan yang

:l1y-"I3," membayar retribusi disamping'
metayani kepentingan dan manfaat umuri.

: Tingkat penggunaan jasa adalah kualitas
penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban
:i1y" y"."q dipikut untuk penyetenggaraan jasa
oersangkutan.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

. Penggunaan sanksi administrasi berupa bunqadimaksudkan untuk mendidik *r;iO |^"fi0r-J""-
dalam melaksanakan kewajiban iung"" Lp"twaktu.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jetas

: Cukup jetas

; Cukup jelas

Pasal 21

Pasal22
Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 2Z



tAtlPlRAt{ : PERATURAN OAERAH PROV SULTRA
IOta()R : 2 TAHUN 2OOG

TENTAIIG
TARTF RETRIBUSI, TERA ULA G UTTP' KAI.JBRASI ALAT UKUR

iiire pExcu.rhn eaRA G DALAI{ KEADAAx rERBUilcKUs

Jenis Relribusi Satuan

Iera Iera UElg

No

Pengesahan/
penguJ|an

/pembatalan
Penjuslaran

Pengesahan/
Pengujian

Penjustiarao

Rp Rp Rp. Rp.

3

Buah
Buah

Buah

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Buah
Buah

Euah
Buah
Buah

Buah

Euah

Euah

Buah

Buah

Buah

Buah

5 6 7
1

2

UKURAN PATIJANG
a. Sampaidengan 2 m

b. Lebih dari 2 m
c. Lebih panjang dari 10 m terif 10 m

ddambah untuk trap 1O m atau sebagainya

d. Ukuran Panjang jenas

'1. Salib uku.
2. Bktk ukur
3. Mikromeler
4. Jangka soaong

5. Alat ukur tanggr orang

6. Countef metea
7. Rolllester
8. Komparator

I

llllr uxuc eenmuxmx
lcArRAN (LEVEL GAUGEI

I

la Mekanik

lb. Elektronik
I

ITAKARAN 
(aAsAH / KERING)

I

la. Sampaidengan 2 L

lb. Lebih dari2 L sampai25 L

lc. 
Leblh dari 25 L

t,
ITANGKT 

UKUR

I

la. Behtuk Silinder Togak

I 1. sampai dengan 5oo KL

I z. 1-eoin aari soo rt- dihitung sbb :

I a.500 KL Pertama
I b. SetengkaPnYa dari 500 KL td
I 1000 KL setiap KL

I c. Selebihnya dari 1000 KL s/d

| 2000 KL seliap'10 KL

I d. selebihnya dari 2000 KL s/d

I 1OOOO KL setiap 10 KL

I e. S€tebihnya dari 10000 KL vd
{ 20000 KL setiap 10 KL

I t. s€lotihnya dari 20000 KL

| lothp l0 KL

I Bsgl€o-bagisn 10 KL dihitung t0 KL

4.000
8 000

4.000

4.000
5.000
6.000
6.000
5.000
10.000
50.000
50.000

50.000
100.000

1.000
2.000
4.000

200.000

200.000

1.500

1.000

100

30

12.500
25.000

4.000
8.000

2.000

2.000
5.000
3.000
3.000
2.500
10.000
50.000
50.000

50.000
100.000

1.000
2.000
4.000

150.000

150.000

1.500

1.000

100

50

30

12.5N
25.000

26

dari 1000 L dihjtung 
'000 

L

Buah
Buah

Bentuk Bola dan Spreoidal
1. Sampai dengan 500 KL
2. Lebih dari 50O KL dihilung sbb :

a. 5@ KL pertama
b. Selebihnya dari 5O0 KL Vd

10OO KL setiap KL
c. Selobihnya dari 1@O KL s/d

setiap 10 KL
Benluk Silinder Datar
1. Sampaidengan 10 KL
2. Lebah dari 10 KL dihitung sbb :

a. 10 KL pertama
b S€lebihnya da.i 10 Kt_ s/d

'10 KL setiap KL
c. Selebihnya dari SO KL s/d

setiap KL

ANGKI UKUR GERAK

Tangki ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon
1. Kapasitas Vd 5 kl
2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb :

a. 5 KL pertrama
b. Seleblhnya dari 5 KL setiap KL

Begian dari KL dihitung 1 KL
Tengka lJkur Tongkang, Tangki Ukur
Pindah dan Tangkr Ukur Apung ctan Kapat
L Sampa; dengan 50 KL
2. Seleuhnya dari 50 KL dihitung sbbl

a. 50 KL pertama
b. Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL

setiap KL
c. Selebihnya dari 75 KL s/d ioo KL

setiap KL
: d. Solebihnya dari 10O KL s,/d 25O KL

setiap KL
e. Selebihnya dari |oOOO KL s/d

i 20000 KL setiap 10 KL
t. Selebihnya dari ioOO KL s,/d 5OOO KLI seliap KL

'anki Ukur Gerak yang mempunyaidua
atau lebih seliap kompartemen

salu alal ukur_

T UKUR DARI G€LAS

Lgb! ukur. buret dan pip€t
Gulas Ukur

Sampai dengan 50 L
L€Uh dari 50 L Vd 200 L
Leblh dari 2@ L Vd 5OO L
Lebih dari 5@ L s/d 1OOO L
Loblh dari 1000 L ttaya pada huruf d
€hgka ini ditambah tjep 1OOO L

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Euah

Buah

Buah

Euah

Buah

Buah

Buah

Euah

Euah

Euah

Bueh

Buah

Buah

Buah
Buah

Euah
Buah
Euah
Buah

Buah

200 000

200.000

3.000

2.000

250.O00

250 000

2.000

1.000

40.000

40.000

4.O00

80.000

80.00o

1.200

1.000

7@

50

50

10.000
6.000

r0.000
20.000
30.000
40.000

10.000

15.00o
'r5.000

200.000

200.000

3.OOO

2.000

250.000

250.000

2.O00

1.O00

30.000

30.000

4.000

80.000

80.o{x)

1.200

1.000

700

50

50

s.0@
5.000

5.000
t 0.000
20.000
30.000

10.000

'15.000

15,000

27



10
11

t3
11
{5
16
'17

REM
ACHOMETER

D€NSIMETER

T UKUR LUAS
T UKUR SUDUT
T UKUR CAIRAI.I MINYAK

Bahan Baiar Minyak l

1. Meler Induk
Untuk setiap media ukur :

L Sampai dengan 25 M3/h
2. Lebrh dari25 m3/h dihitung sbb:

a.25 m3/h Pe.tama
b. Selebihnya dari 25 m3/h samPal

dengan 100 m3/h setiap m3/h

c. Setebihnya dari 100 m3/h samPal
dengan 50O m3/h, setiap m3/h

d Selebihnya dari 500 m3/h
Eagian-bagian dari m3/h
dihilung sata m3/h

2. Meter Kerta
Untuk seliap ienis media ukur :

1. Sampai dengan '15 m3/h
2. Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb:

a. 25 m3/h Pertama
b. Selebihnya dari 25 m3/h sampal

dengan 100 m3/h seliap m3/h

c Selebihnya dai l0O m3/h sampai
dengan 500 m3/h, setiap m3/h

d. Selebihnya dari 50O m3/h
Bagian-bagian dari m3/h
dihitung sati m3/h

3. Pompa ukur
Untuk seliap badan ukur

UKUR GAS
gas

l.lsampai dengan 100 m3'/h

2. Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :

a. 100 m3/h Pertama
.b. S€lebihnya dari 100 m3/h sampaa

dengan 500 m3/h setiaP 10 m3/h
c. Selebihnya darl 50O m3/h Yd

1000 m3fr setiap 10 m3/h
d. S€lebihnya dad 1000 m3/h s/d

2000 m3rti setiaP't0 m3,41

€. Selebihnya dari 2000 m3/h seliap
10 m3/h

Eagian-bagian dari 10 m3/h
Dihitung10 m3/h

Moter Ke4a
1. Sampeid€ngan 50 m3vh

2. Leblh dari 50 m3/h dihitung sbb :

a. 50 m3/h perlama

b. S€l€Slhnya dari 50 m3/h samPal
dengan 500 m3/h setiap 10 m:Vh

2S

Euah
Buah
8!ah
Buah
Buah

Buah

Buah
Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

B!ah

Buah

Buah

Buah

Euah
Buah

Euah

Buah

Buah

Euah

Buah

Buah

Buah

15.O00
30 000
6.000
6.OOO

6 000
5.000
5.000

40.000

40.000

2.000

1.000
500

40.000

40.o00

1.000

500
300

40.000

20.000

20.000

1.000

2.000

2.000

200

500

200

100

20 000

20 000

20.000

20.o00

20.000

10.000

10.000

15.000
30.000
6.000
6 000
6.000
5.000
5.000

40.000

40.000

2.000

1.000
500

40.000

40.000

1.000

500
300

20.000

20.000

20.000

1.000

500

200

100

2.000

2.000

2@

c. Selebihnya dari 500 m3/h Vd
1000 m3/h setiap 10 m3/h

d. Selebihnya dari j000 m3/h s/d
2000 m3/h seliap 1 0 m3/h

e. Selebihnya dari 2OOO m3/h setiap
10 m3/h

Bagian-bagian dari 10 m3/h
Oihitung 10 m3/tr

Meter gas o.ifice dan sejenisnya
(merupakan satu systen/ unit alat ukur)
Perlengkapan Meler Gas Orifice
(Jika diuji tersendiri). Setiap atat
pedengkapan
Pompa ukur bahan bakar gas (BBG)
Elprji untuk set,ap badan ukur

Met€r Induk
1. Sampaidengan .tS m3/h
2. Lebih dari 15 m3h sampajdengen

3. Lebih dari 100 m3r'h

Meter Kerja
1 Sampaidengan 10 m3/h
2. Lebih dari t03/h sampeidengan

3. Lebih dari 100 m3/h

STER CAIRA MI U SELAIN AIR
Meter Induk
1. Sampaidengan 15 m3/h
2.'Lebih dari 15 m3ft sampai

dengan 100 m3/h
3. Lebih dari 10O m3/h

Meter Kerja
1.1Sampai dengan 1O rn?h
2. Lebih dari 10 m3/h sampai

dengan 100 m3/h
3. Lebih dari 100 m3/h

TAS ARUS AIR

KOTP€XSASI :
(ATC! TEKANATITI

Sampai dengan 2OOO L
tebih da.i 2OOO sernpai dengan 1 OOOO L
Lebih dari 

'0000 
L

Provea yang mempunyaj2 (dua)
atau lebih, maka s€tiap s€k6i

LAII'NYA

PROVER

6€baoai satu alal lkur

Buah

Euah
Buah

Euah

Euah
Buah

Buah

Buah
Euah

Euah
Buah
Suah

Buah

Buah
Buah

Buah

Buah

ARUS IIASSA

Euah

Euah

150

't 00

50

Euah

Buah

Euah

100.000

20.000

20 000

20.000

40.o00
50.000

500

4.O00
10.000

30.000

50.000
60.000

1.500

5.000
't 2.000

r.000

10.000

1m.000
2@.000
300.000

50.000

10.000

10.000

10.000

20.000
2s.000

2fi

4.000
10.000

15.0@

25.000
30.000

750

2.500
6.000

500

150

100

100.000

20.000

20.000

20.000

40.000
50.000

500

4.000
10.000

30.000

50.000
60.0@

1.500

5.000
12.@O

1.000

10.000

100.000
200.0@
300.000

50 000

10.000

10.000

10.000

20.000
25.00o

250

2.o0O
5.000

25.000
30 000

750

2.500
6.000

500

5.000

10.000

10.000



1.10 kg/min prtama

2. Selebihnya da.i 10 kg/min sampai

dengan 100 kg/min setiaP kg/min
3. selebihnya dari 100 kg/min sampai

dengan 5OO kg/min setiap kg/min
4 Setebihnya dari 50O kg/min sampal

dengan 1000 kg.hin setiap kg/man

5. Selebihnya da.i 1000 kg/min

setiap kg/mln
Bagian darikg/min dihilung satu kg/min

Untuk setiap jenis media uii

Sampaidengan 10 kg/min
Lebih 1okg/min dihitung sbb :

T UKUR PENGISI
i,lACHINE}

PENcAttIPUR (MlXlNGl

Untuk seliap ienis media

1. Sampai dengan 4 alat Pengrsl
Selebihnya dari 4 alat Penglsl
setiap alat penglsl

USTRIK (ileter kwhl

Kelas 0,2 atau kurang
1. 3 (tiga) phasa

2. 1 (satu) phasa

Kelas 0,5 atau kelas 1

1 3 (tiga) Phasa
2. 1 (satu) Pnasa
Kelas 2
1. 3 (tiga) Phasa
2i 1 (satu) Ptusa

energl listtik lainnya, biaya
pongutian, p€neraan atau

dihitung sesuai dengan

kao;s(as menurut larll Pada tngka
a,bdanc

TAS ARUS LISTRIK

WATCH

PARKIR

TIl{BANGAN

Ketelitan 3edang dan biasa (kelas

M2 dan M3)
1. Sampaidongan 1 kg

2r Lebih dati I kg sampai dengan 5 kg

3. Lebih 5 kg sampai dengan 50 kg

Ketolitian halu6 (kelas F2 dan Ml)
1. Sampai dengan 1 kg

2. Lebih dari 1 kg sampaidengan 5 kg

3. Lobih 5 k0 sampai dengan 50 kg

K6tetitian khusus (kelas E2 dan Fl)
1. Sampai dengan 1 kg

2. Lobih dari I kg sampaa dengan 5 kg

28

29

30

Buah

Buah

Euah

BUah

Buah

Buah

Buah

Buah

Euah
Buah

Buah
Buah

Buah
Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah
B!ah
Buah

Buah
Buah
Buah

Blah
Bueh

200

100

50.000

50.000

500

100.000

50.000

40.000
12.000

5.000
1.500

5.000
2.000

1.000

3.000

6.000

300

1.500

6.000
10.000
12.56

50.000
75.000

10.000

10.000

50.000

15.000
5.000

2.000
600

3.200
1.500

3.000
5.mo
12.500

25.000
50.000

200
350
700

2ffi

100

5.O00
2.000

50.000

50.o00

500

100.000

50.000

40.000
12.000

5.000
1.500

1.000

2.000

2.500

300
500

1.000

'|.500
10.000
12.000

25.0@
50.0@

10.000

10.000

50 000

5.000
5.000

4.000
2.000

3.200
1.500

10.000
25.&0

500

200
350
500

5@
5.000
i 2.000

30 31

3 Lebih 5 kg sampai dengan 50 kg

Sampaa dengan 3000 kg
1. Ketelitian sedang dan biasa

( kelas ll dan lll)
a. Sampaidengan 25 kg
b. Lebih dari25 kg s,/d 150 kg
c Lebih dari 150 kg s/d S00 kg
d Lebih dari 5O0 kg s/d 1000 kg
e. Lebih dari 1000 kg yd 3000 kg

2. Ketelitian halus (ketas )
a Sampaidengen 1 kg
b. Lebih da.i 1 kg s/d 25 kg
c Lebih dari 25 kg s/d 100 kg
d Leb'h dari 100 kg s/d .t000 kg
e. Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg

3. Ketelitian khusus (Kelas l)
Lebih dari 3000 kg
1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton
2. Ketelitian khusus dan halus seliap ion
Timbangan Ban Berjatan
1. Sampai dengan lOO ton/h
2 Lebih dari 100 ton/h dengan SOO ton/h
3. Lebih besar dari 500 ton/h
Timbangan dengan dua skala (multi range)
atau lebih dan dengan s€buah atat penunjuk
yang penunjukannya dapat diprogram
unluk penggunaan setiap skala timbangan
,b|aya, pengujiannya, penerangan, penera-
ulangnya dihitung sesuaio dengan jLlmlah
lantailimbangan dan kapasilas masing _

masing serla menurut la.ifpada angka
32 a. b dan c.

Dead Weight Testing Machine
1. Sampai dengan lOO kg/cm2
2. Lebih dari 100 kg/cm2 Vd 1OO0 kg/cm2
3. Lebih dari 1000 kg,/cm2
1. Alal ukur tekanan darah
2. Manomeler Minyak

a. Sampaidengan 100 kg/cm2
b. Lebih dari 100 ftg/cm2 s/d 1OOO kg/cn2
c. Lebih dari 1000 kg/crn2

3. Pressure Calibaator
4. Pressuro Recorder

a. Sahpai dengan too kg/cm2
b. Lebih dari 100 kg/cm2 std iOOO kgtcrn2
c. Lebih dari 1000 kgr'crn2

KARTU OTOUATIS
Recorder)

TER KAOAR AtR

Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak,
setiap komoditi.
tJnluk bi.ii-bijisn mehoandung minyak.
kapas t€kstit. setisp komoditi.
Untuk kayu dan konodfti lain.

Buah
Euah
Euah
Buah
Euah
Buah

Buah
Buah
Buah
Buah
Euah

Buah
Buah

Buah
Euah
Buah

Buah
Euah
Buah
Buah

Buah
Buah
Buah
Buah

Buah
Bueh
Buah

Buah

Buah
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UTTP tersebut Pada angka 1 s/d 35'

2 jam. penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda
atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang

Biaya Tambahan

1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:
a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot

ingsut dan timbangan pegas yang kapasilasnya
sama alau lebih 25 kg

b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan
penftlmpuran untuk semua

c. Timbangan eleklronik untuk semua kaoasitas

. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping
penguiian yang biasa dilakukan terhadapy
UTTP tersebut

UTTP yang ditanam

UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi
khusus

UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam
tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah
sdkurang-kurangnya lima alat.

UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam
tetapi terdapat ditempat UTTp yang ditanam atau
terdapat ditempat UTTp yang mempunyai sifat dan
atau konstruksi khusus

dilakukan perjenis BDKT berisi nominal

Biaya sertifikasi sural keterangan
Biaya pembuatan tabel TUT
1. Sampai dengan 5O0 kg
2. Lebih dari 500 Kg
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